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ABSTRAK 
 
BARONI AFFIF BRAHMAN (B11112106), Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Berupa Putusan Hakim Yang 
Dilakukan Oleh Warga Sipil (Studi Kasus Putusan 
No:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks) dibimbing oleh Bapak Said Karim 
sebagai pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pembujukan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus 
putusan No.1547/Pid.B/2013/Pn.Mks., dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. 
Penelitian yang lokasi penelitiannya bertempat di Kantor 
Pengadilan Negeri Makassar dengan mengadakan wawancara kepada 
beberapa hakim yang menguasai kasus yang penulis teliti dikarenakan 
penulis sedikit kesulitan menemui hakim yang terkait langsung. 
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara 
deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pada Pasal 264 ayat 
(1) membedakan jenis surat yang dipalsukan dengan pasala 263 ayat (1). 
Sehingga berdasarkan pasal yang mengatur dan jenis surat yang 
dipalsukan oleh terdakwa, maka penerapan hukum pidana materil yang 
paling tepat bagi terdakwa adalah Pasal 264 ayat (2). Serta perlu pula 
penambahan Juncto Pasal 56 ayat (1) menurut penulis untuk memberikan 
kepastian akan peranan terdakwa dalam kejahatan tersebut dan sebagai 
perlindungan hukum atas tindakan yang membahayakan kepentingan 
hukum masyarakat umum. 2). Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana belum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. 
Majelis Hakim kurang memperhatikan Pasal yang mengatur tentang 
pemalsuan Surat Autentik yang dimana ancaman hukuman penjaranya 
lebih lama dibandingkan ancaman hukuman pemalsuan surat biasa. 
Perbedaan berat ancaman penjara pada pasal tersebut karena dalam 
pemalsuan surat merupakan tindakan yang membahayakan kepentingan 
hukum masyarakat umum. Sehingga seharusnya terdakwa dihukum lebih 
berat dari pada vonis hakim yang man selama 3 (tiga) bulan penjara. 
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ABSTRACT 
 
BARONI AFFIF BRAHMAN (B11112106), Review of Juridical Against 
Counterfeiting Act Authentic Form Verdict Judge Done By Civilians 
(Case Study Decision No: 1547 / Pid.B / 2013 / Pn.Mks) led by Mr. 
Said Karim as a supervisor I and Mr. Amir Ilyas as supervisor II. 
 
This study aims to determine the application of the criminal law against 
soliciting material criminal offense of forgery in the case of the decision 
No.1547 / Pid.B / 2013 / Pn.Mks., And to determine the legal 
considerations the judge in imposing punishment on the accused, whether 
it is in accordance with regulation law and criminal law in force at the 
moment. 
 
The research study took place at the location of the Makassar District 
Court to conduct interviews to several judges who control the case despite 
the fact that I researched a bit difficult to find an associated judge directly. 
The data obtained were then processed and analyzed descriptively, 
results showed that: 1). In Article 264 paragraph (1) distinguish the types 
of letters are forged with pasala 263 paragraph (1). Based on article 
governing and types of letters were forged by the defendant, then the 
application of criminal law is the most appropriate material for the 
defendant is Article 264 paragraph (2). As well as the need to also 
increase Juncto Article 56 paragraph (1) according to the authors for 
providing certainty of the role of the accused in the crime and as a legal 
protection for actions that harm the interests of the general public law. 2). 
Legal considerations of judges in imposing criminal is not in accordance 
with the criminal law. Panel of Judges less attention to Articles governing 
counterfeiting Authentic Letter in which the threat of a longer prison 
sentence than the usual penalty of forgery. The difference in weight 
imprisonment in that article because in an act of forgery that harm the 
interests of the general public law. So that the defendant should have 
been punished more severely than the verdict that man for 3 (three) 
months imprisonment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kepentingan hukum adalah mengenai kepercayaan masyarakat 
terhadap keaslian dan kebenaran “uang” sebagai “alat pembayaran”. 
Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah benda uang dapat 
diterima dan digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Jika 
kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya 
jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.1 
Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan 
kepastian dalam pergaulan hidup. Suatu perbuatan belum dianggap 
sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas 
tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut 
hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. 
Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam kalimat 
tersebut mengandung unsur-unsur yang disebut sebagai kompleksitas 
unsu-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum 
dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu dari sudut ini, orang 
berbicara tentang tindak pidana sekaligus juga berbicara unsur-unsurnya. 
Pengertian seperti inilah yang digunakan para praktisi hukum, dalam 
menggunakan hukum pidana sebagai instrument dalam penegakan 
hukum untuk mencapai tujuan hukum. 
Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini 
adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan 
                                                                
1 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada, 
Depok. Hal. 6 
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akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal 
perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan 
kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk 
mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa 
berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri. 
Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan 
hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. 
Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat 
terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka 
dibentuklah beberapa tindak pidana. Ada banyak macam pemalsuan yang 
diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan 
tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.2 
Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak 
terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, 
lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga 
tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri 
semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari 
segi teknologi. 
Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 
263 ayat (1) tersebut, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap 
kepentingan hukum, terhadap kepercayaan masyarakat mengenai 
kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai 
bermacam-macam hal. Misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan 
lain sebagainya. Demikian juga dibentuknya tindak pidana pemalsuan 
mata uang dan uang kertas (Pasal 244 KUHP), di dalamnya terdapat 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak 
pidana tersebut. (KUHP) 
                                                                
2 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada, 
Depok. Hal. 6 
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Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan 
salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana). Memang pemalsuan sendiri akan 
mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut 
mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa 
tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pemalsuan surat dengan menimbulkan 
kerugian) dana pasal 263 ayat (2) KUHP (lama hukuman menggunakan 
surat palsu) serta (Pasal 264 ayat (1) KUHP (lama hukuman pemalsuan 
Akta Autentik) dan Pasal 264 ayat (2) KUHP (pemalsuan yang 
menimbulkan kerugian) serta (Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memakai akta-
akta autentik palsu) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan 
keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).  
Perbuatan membuat akta otentik adalah : akta yang dibuat oleh atau 
di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang 
untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. 
Dengan demikian, ada 2 macam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh 
pejabat yang disebut akta pejabat (acte ambtelijk), contohnya seperti 
Ijazah Sarjana, dan akta yang dibuat dihadapan yang disebut akta partai 
(acte partij), contohnya akta yang dibuat oleh Notaris.3 
Pejabat yang berwenang membuat akta Autentik adalah Notaris, 
Camat, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatat Perkawinan, Hakim, Pejabat 
Umum lainnya dan sebagainya. Akta otentik mempunyai kekuatan 
pembuktian mengikat dan sempurna. Kaitannya dengan Pasal 263, 264, 
dan 266 KUHP, dapat diketahui pada pasal 263 unsurnya barangsiapa 
yang membuat surat palsu yang dimaksudkan membuat surat yang isinya 
bukan semestinya atau membuat sedemikian rupa atau memalsu surat 
                                                                
3 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada, 
Depok. Hal. 167 
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yang maksudnya mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya 
menjadi lain sedangkan dipasal 264 mengandung unsur sitersalah 
membuat surat palsu yang diantaranya adalah Akta Autentik sedangkan, 
kalau ada pejabat yang terbukti menurut hukum menempatkan keterangan 
paslu pada akta otentik seperti ijazah, maka itu sudah melanggar pasal 
266 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Pasal 266 Ayat (1) 
KUHP, berbunyi: “ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu 
ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai 
dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan 
kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” (KUHP) 
Marak belakangan ini diadili sengketa tindak pidana pemalsuan akta 
autentik yang dimana pada kasus tersebut kepemilikan ganda akta 
autentik atas benda yang sama, yang dimana kedua akta tersebut sama-
sama diterbitkan oleh pegawai yang ditujuk oleh undang-undang yang 
berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang 
siapakah yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut? Oleh 
karena itu, perlu diketahui menurut penulis untuk unsur-unsur yang jelas 
akan tindak pidana pemalsuan akta autentik demi kepastian hukum. 
Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana 
terhadap peyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai 
suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan 
masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur 
masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada 
tujuan yang lebih luas.  
Menurut Adami chazawi (2005: 3) :  
Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat 
salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini 
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banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai 
macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin 
tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin 
kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di 
dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas 
sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah 
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya.  
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti 
lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan akta otentik dari 
tentang akta otentik yang diatur dalam Pasal 263, 264, 266 KUHP 
serta menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK 
BERUPA PUTUSAN HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH WARGA 
SIPIL”. (Studi Kasus Putusan Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap  pelaku 
pemalsu putusan hakim dalam studi kasus putusan 
Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku pemalsu putusan hakim dalam studi 
kasus putusan Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks? 
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku pemalsu putusan hakim dalam studi 
kasus putusan Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dari 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
pemalsu putusan hakim dalam studi kasus putusan 
Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks. 
 
b. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sarana pembantu dalam wawasan dan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai tindak 
pidana pemalsuan akta autentik yang dikeluarkan oleh 
pegawai umum. 
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan 
penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi 
hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji dalam hal ini adalah 
hukum menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini, 
pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas 
mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya 
unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak 
pidana dikeal sebagai strafbaar feit. Strafbaar feit merupakan istilah 
yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Strafbaar feit 
terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf, baar, feit.  
Yang masing-masing memiliki arti4 
 Straf diartikan sebagai piddana dan hukum, 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
peerbuatan. 
Jadi istilsh strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik 
dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).5 
                                                                
4 Amir Iyas , 2012. Asas-asas  Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19 
5 Ibid. Hal. 19 
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Para sarjana berat memberikan pengertai/definisi yang 
berbeda-beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain :6 
a. Perumusan Simons 
Simons merumuskan bahwa: “Een strafbaar feit” adalah 
suatu handeling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana 
oleh undang-undang)  bertentangan dengan hukum (onrechmatic) 
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) 
golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan 
yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan 
unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan 
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak. 
b. Perumusan Van Hamel 
Van Hamel merumuskan: “strafbaar feit” itu sama dengan 
yang dirumuskan Sioms, hanya ditambahkannnya dengan kalmia 
“tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
 
c. Perumusan Vos 
Vos merumuskan: “strafbaar feit” dalah suatu kelakuan 
(gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang 
diancam dengan pidana. 
d. Perumusan Pompe 
Pompe meumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu 
pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap 
mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan 
ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. 
                                                                
6 E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan  
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205 
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Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengenai Asas-
asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan 
bahwa istilah “strafbaar feit”, telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia sebagai:7 
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b. Peristiwa pidana 
c. Perbuatan pidana, dan 
d. Tindak pidana 
Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat 
terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-
undangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya, istilah 
tersebut dalam berbagai undang-undang. 
Para sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau 
salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi 
menjadi 5 (lima) kelompok yakni, sebagai berikut:8 
Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zaainal Abidin 
Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 
1981:206) dan lain-lainnya; 
 
Ke-2 :  “Perbuatan pidana” digunakan oleh Muljatno (1983;54) dan 
lain-lain; 
 
Ke-3 :  “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J.Van 
Schravendijk ( Sianturi 1986;206) dan lain-lain; 
 
Ke-4 : “Tindak Pidana” Digunakan oleh Wirjono Projodikoro 
(1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R. Sianturi (1986:204) 
dan lain-lainnya; 
                                                                
7  Ibid.  
8  Ibid.  
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Ke-5 :  “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) 
dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain. 
 
 Dan dari istilah-istilah yag digunakan oleh para sarjana, 
masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, 
diantaranya ialah: 
 Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut 
istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:9 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.” 
 
 Menurut Andi hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah 
beliau yakni, delik adalah:10 
“Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)” 
 
 Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai 
berikut:11 
“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 
melawa hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab).” 
 
 Menurut bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah 
sebagai berikut;12 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
                                                                
9  Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta,Jakarta. Hal.59 
10 Ibid.  
11 Ibid.  
12 Ibid.  
11 
 
 
 Menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah:13 
“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan 
penghukuman.” 
 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak 
pidana sebagai berikut:14 
“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunyadapat 
dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan 
merupakan “subject” tindak pidana.” 
 
 Sedangkan, menurut Rusli Effendy:15 
“Definisi dari peristiwa piadana sendiri tidak ada. Oleh karena 
itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai 
peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat 
definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam 
KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai 
rumusan tersendiri mengenai hal itu.” 
1. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel yakni meliputi 
perbuatan; perbuatan pidana hukum itu ditentukan oleh hukum 
pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan 
Tatbestand dalam hukum pidana jerman; melawan hukum; bernilai 
atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan subsocialiteit atau 
het subsociale ajaran Mr. M. P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan 
ajaran sifat melawan hukum yang materiel yang akan diuraikan 
                                                                
13  E.Y Kanter & S. R. Sianturi, op.cit., Hal 208,209 
14  Ibid.  
15  Rusli Effendy, 1989. Azas-azas Hukum Pidana. 
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berikut: kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan 
bertanggungjawab.16 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. sianturi bahwa tindak pidana 
mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu: 
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelangggaran diancam dengan pidana; 
dan 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
Kemudian Menurut Moeljatno yang dalam bukunya 
menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan 
bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah:17 
a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Sedangkan menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:18 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki 
rumusan delik); 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan pembenar 
                                                                
16  Zainal Abidin Farid, 2010, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.225 
17  Moeljatno, op.cit. 
18  Amir Ilyas, op.cit. 
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Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang 
terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni Buku I mengenai ketentuan umum 
yang berisikan asas-asas hukum pidana, Buku II mengenai tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 
III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata 
ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari 
rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat 
diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:19 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keaddaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari semua unsur yang disebutkan diatas, diantaranya ada 
dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk 
unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektiff. 
Menurut doktrin, unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari 2 
(dua) unsur, yaitu: 
1. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dari dalam diri 
pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tindak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a 
                                                                
19  Adami Chazawi, 2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta. Hal.82 
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person guilty unless the mind is guilty the mind is guilty or actus non 
facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakiabatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence orschuld). 
a. Kesengajaan (dolus) 
Dalam crimineel weetboek atau KUHP tahun 1809, 
pengertian kesengajaan adalah sebagai beriku:20 
“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau 
diperintahkan oleh undang-undang.” 
Dalam buku Leden Marpaung mengenai asas – teori – 
praktik hukum pidana menjelaskan tentang bahwa pada 
umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri dari 
3 (tiga) bentuk, yakni:21 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsdewustzijn); 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
b. Kealpaan (culpa)  
 
  Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesangajaan. Kealpaan terdri atas 2 (dua) bentuk, yaitu : 
1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran); 
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan 
kesadaran) 
 
                                                                
20  Leden Marpaung, 2009. Asas – Teori  - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 
Hal.13 
21  Ibid. 
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Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:22 
“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati 
melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan 
itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih 
mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui 
bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang 
undang-undang. 
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya 
akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu 
akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada tau tidaknya “dapat diduga lebih 
dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang 
keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang 
diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui 
bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.” 
 
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:23 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewaste schuld). Dalam hal ini si 
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul 
juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewaste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya 
suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-
undang, sedang ia harusnya mempertimbangkan akan timbulnya 
suatu akibat. 
 
 
 
                                                                
22 Ibid.  
23 Ibid.  
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2. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang 
terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakuan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membedakan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Dengan melihat keseluruhan unsur-unsur tersebut maka 
dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-
unsur tersebut terpenuhi karena semua unsur-unsur diatas 
merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi 
maka dianggap perbuatan sipelaku bukann termasuk tindak pidana 
dan tidak dapat dipidana. 
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C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat 
tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf 
dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara 
apapun yang teulisan mana mengandung arti dan/atau makkna 
buah pikiran manusia. Kebanaran mengenai arti dan/atau makna 
tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu 
pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam 
surat harus mendapat kepercayaan terhadap masyarakat. 
Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi 
perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap 
kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana 
pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum 
terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (publicia fides) 
pada surat.24 
Pemalsuan surat (valshheid in geschriften) merupakan tindak 
pidana yang objek utamanya adalah surat yang diatur dalam BAB 
XII buku II KUHP dari pasal 263 s/d 276, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah 
sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian 
 
                                                                
24  Satochid Kartanegara (ii), Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun dan 
penerbit, hlm.274. 
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 Pemalsu surat dalam pasal 263 terdiri dari dua bentuk tidak 
pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). 
Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut 
dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara 
pemalsu surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu 
atau surat yag dipalsukan. Sekalipun dalam kedua ayat tersebut 
saling berhubungan tetapi locus dan tempus tindak pidananya tidak 
sama. 
Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua 
perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu.25 bila dihubungkan 
dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya 
disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian 
membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang 
sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-
baian tertentu tidak sesuai dengan dengan yang sebenarnya atas 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu.  Surat yang dihasilkan 
oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat 
palsu” atau “surat yang tidak asli”. 
Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada 
bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu 
disebut dengan pemalsuan intelektual (intelectueele valschheids). 
Pemalsuan instelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya.26 
Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan 
membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. 
Sedangkan perbuatan memalsu (vervalschen, vervalsen) 
surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apa pun oleh orang 
yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan 
sebagian atau seluruh isi surat aslinya. Tidak penting apakah 
dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak. Bila 
                                                                
25  Bandingkan dengan Satochid Kartanegara (ii), Op. Cit., Hal.27. 
26  Wirjono Prodjodikoro, op.cit. 
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perubahan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, perbuatan 
memalsu suratpun telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah 
setiap orang selain si pembuat surat pertama yang diubah tadi. 
Perbedaan membuat palsu surat/membuat surat palsu 
dengan memalsu surat, terletak pada keberadaan/timbulnya surat 
yang isinya tidak benar. Perbedaan lain terletak pada 
penyebutannya, kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan 
membuat surat palsu, surat itu disebut surat palsu atau surat tidak 
asli. Sedangkan, surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu 
surat disebut dengan surat yang dipalsu. Misalkan, surat yang 
pertama, sejak dilahirkan surat itu – isinya sebagian atau 
seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang 
kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu, baru terhadap 
surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu.27 
 
2. Jenis-jenis Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat (valshheid in geschriften) diatur dalam Bab 
XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, 
yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan 
pemalsuan surat, yakni: 
 
1. Pemalsuan surat dalam bebtuk standar atau dalam bentuk 
pokok (eenvoudige valschheidin geschriften) yang juga disebut 
pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP); 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (gequalificeerde valschheids 
in geschriften) (Pasal 264 KUHP); 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte 
autentik (Pasal 266 KUHP): 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP); 
                                                                
27  Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan.Raja Grafindo.Hal.143-
144. 
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5. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 
KUHP); 
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 
274 KUHP); 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275 KUHP). 
Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb.1926 No. 359 jo 
429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, 
melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan 
terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam 
Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak 
tertentu berdasarkan pasal 35 No.1 – 4. 
D. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik 
1. Pengertian Akta Otentik  
Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “Rechts 
geleerd Handwoorddenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa 
Latin “acta” yang berarti geschrift atau surat sedangkan menurut R. 
Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa 
kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal 
dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan28 
A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: “surat-surat yang 
ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk 
dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat29 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
dimaksud dengan akta autentik adalah suatu surat yang dibuat 
                                                                
28 R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 
29 R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, op.cit. 
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menurut bentuk dan syarat-syaratyang ditetapkan oleh Undang-
Undang, oleh pegawai umum.30 
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(KUHPer) sesuai Pasal 1866, yang dimaksud dengan akta autentk 
adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum (openbaar 
ambtenaar) yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuatnya.31 
Contohnya akta-akta yang dibuat oleh seorang Notaris atau akta 
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Hal ini berarti dalam pembuatan akta autentik harus memiliki 
dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang 
memerintahkan agar suatu keadaan atau perbuatan baru dapat 
dibuktikan dengan adanya akta autentik. 
Berdasarkan Pasal 1868 pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata  (KUHPer) dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari akta 
autentik yakni: 
 Bahwa akta tersebut dan diresmikan (Verleden) dalam bentuk 
menurut hukum; 
 Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pegawai 
umum; 
 Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 
berwenang untuk membuatnya dimana akta tersebut dibuat. 
Jadi, akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang 
membuatnya. 
 
 
                                                                
30 Terjemahan R.Soesilo,1995.Kitab Undang-Undanh Hukm Pidana, Politis, Bogor, Hal.197 
31 Terjemahan  R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo,1998.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Pradya Paraminra, Jakarta.Hal 475. 
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2. Perbedaan Antara Akta Autentik dengan Akta dibawah Tangan 
Masih menurut Yahya Harahap (2005:  590) daya kekuatan 
pembuktian Akta Bawah Tagan (ABT) hanya memilik dua daya 
kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan pembuktian luar 
sebagaiman AO yang  tidak bisa dibantah kebenarannya oleh 
hakim, sehingga harus pihak lawan yang mengajukan pembuktian 
“kepalsuan” atas akta itu. Tegasnya kekuatan pembuktian ABT 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Daya kekuatan pembuktian formil.  Sejauh mana daya 
kekuatan pembuktian formil ABT dapat dijelaskan dalam dua 
item: (a) Orang yang bertanda tangan dianggap benar 
menerangkan hal yang tercantum di dalam akta. Bedasarkan 
kekuatan formil ini, hukum mengakui siapa saja atau orang 
yang menanda tangani ABT: (1) dianggap benar  
menerangkan  seperti apa yang dijelaskan dalam akta, (2) 
berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap 
terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan, (2) 
dengan demikian daya kekuatan pembuktia ABT meliputi 
kebenaran identitas penanda tangan serta menyangkut 
kebenaran idenitas orang yang memberi keterangan; (b)Tidak 
mutak untuk keuntungan pihak lain. Daya pembuktian 
formalnya tidak bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain. 
Karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan 
pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum  
di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. 
Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain 
karena isi keterangan yang tercantum di dalam ABT belum 
pasti merupakan persesuaian  keterangan para pihak. Dalam 
ABT masing-masing para pihak dibenarkan oleh hukum untuk 
mengingkari isi dan tanda tangan. 
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2. Daya pembuktian materil. Jika pada daya kekuatan pembuktian 
formil titik permasalahan menyangkut kebenaran isi tanda 
tangan dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian 
materil, fokus permasalahannya berkenaan dengan kebenaran 
isi keterangan yang tercantum di dalam ABT. Benarkah atau 
tidak isinya ? dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum di 
dalamnya? prinsip yang harus ditegakkan daya pembuktian 
materil adalah (a) secara materil isi keterangan yang tercantum 
di dalam ABT, harus dianggap benar (b) dalam arti apa yang 
diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap 
sebagai keterangan yang dikehendakinya, (c) dengan demikian 
secara materil, isi yang tercantum dalam ABT mengikat kepada 
diri penanda tangan. 
Dari dua bentuk akta yang dikutip berdasarkan ulasan Yahya 
Harahap sifat yang melekat dalam akta otentik jika hendak dibantah 
terletak pada tindakan “pembuktian atas kepalsauan akta tersebut”. 
Sedangkan pada akta bawah tangan (ABT) daya kekuatan 
mengikatnya yang tidak memiliki pembutian keluar (harus dianggap 
benar, sepanjang tidak ada alat bukti yang sah dapat 
menggugurkannya), terletak pada tindakan untuk mendapat 
kekuatan sebagai alat bukti ABT adalah pembuktian keaslian. 
Hal ini juga dapat diamati secara singkat dengan memperhatikan 
pengertian AO dan pengertian ABT.  Berdasarkan Pasal 1868 
KUHPdt menegaskan abhwa akta otentik adalah akta yang dibuat 
dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di 
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta 
dibuat. Sedangkan Akta Bawah Tangan (ABT)  ditegaskan dalam 
Pasal 1874 KUH Perdata “sebagai tulisan-tulisan  di bawah tangan 
dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-
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surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-
lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. 
Akan tetapi menurut Soepomo sebagaimana dikemukan oleh 
Yahya Harahap (2005:  590) ditinjau dari segi hukum pembuktian  
agar suatu tulisan bernilai sebagai ABT, diperlukan beberapa 
persyaratan pokok diantaranya: (a)  surat atau tulisan itu ditanda 
tangani; (b) isi yang diterangkan  di dalamnya menyangkut 
perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (rechts 
betrekking); (c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan 
hukum yang disebut di dalamnya. 
 
3. Syarat-Syarat Pembuatan Akta Autentik 
Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat 
dapat disebut akta adalah:32 
1. Surat Itu Harus Ditandatangani  
Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut 
akta ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata, yang berbunyi: 
Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya 
pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam 
bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, 
namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah 
tangan jika ditandatangani oleh para pihak” Dari pasal tersebut, 
jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus 
ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh yang 
membuatnya, maka surat itu adalah surat bukan akta. Dengan 
demikian, jelas bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditanda tangani 
kendatipun diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis 
kereta api, recu, dan lain-lain tidak dapat disebut akta. Tujuan 
                                                                
32  Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Op.cit, 
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dari keharusan ditandatangani surat untuk dapat disebut akta 
adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi 
sebuah akta, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai 
ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tandatangan 
orang lain.  
2. Surat Itu Harus Memuat Peristiwa Yang Menjadi Dasar 
Sesuatu Hak Atau Perikatan 
Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat 
pembuktian demi kepentingan siapa surat itu dibuat, maka jelas 
bahwa surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat 
menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang dapat 
disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat 
pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi 
dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika suatu peristiwa hukum 
yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak 
atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat 
suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak 
atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah 
mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.  
4.  Surat Itu Diperuntukkan Sebagai Alat Bukti 
Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat 
itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti 
surat dibuat untuk menjadi bukti tidak selalu dapat dipastikan, 
demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan 
keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk 
menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan, 
adalah suatu akta, karena ia dibuat untuk pembuktian. 
Demikian juga H.R tanggal 14 April 1961 (N. Y. 1961: 446). 
Suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian. Di 
antara keduanya terdapat daerah kesangsian. 
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4.  Jenis-Jenis Pembuatan Akta Autentik 
Dari sudut pejabat pembuatnya, ada 2 (dua) jenis akta 
autentik,antara lain: 
 Akta autentik yang diuat oleh Pejabat Umum (Openbaar 
ambtenaar). Akta autentik Yang dibuat oleh Pejabat Umum 
inilah yanag dimaksud akta autentik dalam Pasal 1868 
KUHPerdata, yang menyataka bahwa akta autentik adalah akta 
yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 
dibuatoleh atau dihadapan pejabat umum (openbaar 
ambtenaar) yang berkuasa untuk itu dimana akta itu 
dibuatnya.33 Contohnya akta-akta yang dibuat oleh seorang 
Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT). 
Tentang Notaris ini diterangkan dalam Pasal 1 Peraturan 
Pejabat Notaris (pjn. Stb 1860 no.3) yang merumuskan yang 
merumuskan antara lain, “Notaris adalah pejabat umum satu-
satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai 
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh 
suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian 
tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan 
kutipan, semua sepanjang perbuatan akta itu oleh suaty peraturan 
umum tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau 
orang lain”.34 
Kini jiwa dari pasal 1 PJN (Stb 1860 No.3) tersebut masik 
kedalam Pasal 1 UU No.30/2004 yang merumuskan bahwa Notaris 
                                                                
33 Terjemahan  R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo,1998.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Pradya Paraminra, Jakarta.Hal 475. 
34  Sudikno Martokusumo, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, 
Yogyakarta. Hal.475. 
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adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 
autentikdan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-Undang ini. 
 Akta autentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai-
pegawai umum (ambtenaren of personen), bukan pejabat 
umum (openbaar ambtenaar)35 pejabat ini misalnya: Pejabat 
Pencatat Nikah di KUA atau pencatat nikah di Kantor catatan 
Sipil, Panitera Pengadilan, Jurusita, termasuk Penyidik yang 
membuat BAP Penyidikan, Hakim yang membuat putusan atau 
penetapan. 
Berikut yang termasuk surat yang dibuat oleh pegawai umum 
pemerintahan:36 
a. Surat hutang bagian negara; 
b. Surat hutang dari lembaga umum; 
c. Surat sero;  
d. Surat talon; dan lain-lainnya. 
 
5. Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik  
Ketentuan Tindak Pemalsuan Akta Autentik diatur pada 2 
Pasal yaitu; Pasal 264 dan Pasa 266 KUHP (kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana) yang berbunyi: 
 Pasal 264 ayat (1): 
”Sitersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara 
selama-lamanya 8 (delapan) tahun, kalau perbuatan itu 
dilakukan: 
1e. Mengenai surat authentik; dst. 
Pasal 264 ayat (2): 
                                                                
35  Ibid 
36  Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan.Raja Grafindo.Hal.167 
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“Dengan hukuman serupa itu juga dihukum,barang siapa 
dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya 
cocok dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah 
itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu 
dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
Pasal 266 ayat (1): 
“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 
diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 
Sedangkan ketentuan yang memperberat pemidanaan dalam 
tindak pidana ini diatur dalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pasal 266 ayat (2), antara lain: 
“Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan 
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang 
isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan 
tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan 
kerugian.” 
Dalam Pasal 266 tersebut,terdapat 2 (dua) tindak pidana. 
Pertama dalam ayat (1): tindak pidana yang melarang 
menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta 
autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua 
dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta 
autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud 
dalam ayat (1). Termuat pula yang dimaksud akta autentik menurut  
R. Soesilo yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh pegawai 
umum.37 
                                                                
37 Terjemahan R.Soesilo,1995.Kitab Undang-Undanh Hukum Pidana, Politis, Bogor, Hal.197. 
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Dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi & Ardi Ferdian 
judulnya Tindak Pidana Pemalsuan.cetakan ke-1 menjelaskan 
bahwa ada 4 (empat) tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 266 
ayat (1), antara lain: 
a. Perbuatan Menyuruh Memasukkan 
Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan adalah 
perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan 
(mengenai suatu hal) pada seorang pejabat pembuat akta autentik 
yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut. Dalam 
rumusan tindak pidana ayat (1) tidak dicantumkan siapa orang yang 
disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut 
Mengenai siapa (subjek hukum) yang disuruh untuk 
memasukkan keterangan palsu itu, dapat diketahui dari kalimat: 
“menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik”. 
Orang yang disuruh tersebut adalah “orang (pejabat) yang 
membuat akta autentik” itu sendiri. 
Misalkan, ada kepolisan yang hendak menjadikantersangka 
atau laporan seseorang tergugat yang kalah berperkara di 
pengadilan. Isi laporannya, bahwa penggugat telah memasukkan 
keterangan palsu dalam surat gugatannya. Dalam pemeriksaan 
laporannya pelapor mengajukannya pelapor mengajukan alat-alat 
bukti tentang surat gugatan lawan yang palsu. Rupanya pemeriksa 
meyakini kebenaran isi laporan itu, dan itu mengyakini dapat 
diterapkan Pasal 266 KUHP. Pertimbangan hukumannya adalah 
bahwa surat gugatan yang diajukan pengadilan, adalah merupakan 
perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta 
autentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 266 ayat (1). Putusan 
hakim adalah merupakan akta autentik. Hakim adalah pembuat 
akta autentik yang dimaksud Pasal 266. 
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Meskipun hakim adalah pejabat pembuat akta autentik 
khususnya dalam hal membuat putusan atau penetapan. Putusan 
dan penerapan hakim merupakan akta autentik. Namun dilihat dari 
sudut keterangan yang dimuat dalam surat gugatan atau surat 
permohonan yang diajukan kepengadilan untuk diperiksa dan 
diputus, atas isi pemohonan atau gugatan yang ternyata palsu atau 
tidak benar, tidak tepat diterapkan Pasal 266 KUHP tersebut. Itu 
artinya kedudukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 
atas gugatan atau permohoanan seseorang, bukanlah termasuk 
pengertian pejabat pembuat akta autentik menurut Pasal 266. 
Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang 
dapat memberikan keterangan tidak kepada pegawai Burgerlijke 
Stand untuk untuk dimasukkan kedalam akte kelahiran yang harus 
dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk 
mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte 
itu seolah-seolah keterangan yang termuat didalamnya itu benar.38 
b. Keterangan Palsu Mengenai Suatu Hal yang 
Kebenarannya Harus Dinyatakan Dengan Akta Itu 
Tindak pidana Pasal 266 ayat (1) dirumuskan secara formal, 
yang dari sudut dogmatis selesainya tindak pidana formal terletak 
pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang tindak 
pidanayang in casu perbuatan menyuruh memasukkan keterangan 
palsu. Namun demikian, tindak pidana pasal 266 ayat (1) baru 
dapat selesai secara sempurna (vooltooid) bila setelah memberikan 
keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik. Akta 
autentik itu telah nyata-nyata diterbitkan. Dalam hal ini selesainya 
melakukan memberikan keterangan, harus dianggap sebagai 
perbuatan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) saja. 
Apabila terhenti pada perbuatan itu disebabkan karena hal-hal 
                                                                
38 Terjemahan R.Soesilo,op.cit. 
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diluar kehendak si pembuat, maka terjadi percobaan kejahatan 
Pasal 266 (1), belum merupakan tindak pidana selesai. 
Objek tindak pidana pasal 266 ayat (1) adalah keterangan 
mengenai sesuatu hal yang isinya palsu, suatu keterangan yang 
bertentangan dengan kebenaran. Tidak semua hal atau kejadian 
berlaku disini, melainkan suatu hal/kejadian yang harus dibuktikan 
oleh akta autentik tersebut. 
Sama halnya dengan isi objek surat yang diperuntukkan untuk 
membuktikan suatu hal dari Pasal 263 ayat (1), unsur unsur isi juga 
terdapat dalam isi keterangan mengenai suatu hal yang diminta 
memasukkan kedalam akta autentik dalam Pasal 266 ayat (1). 
Pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. 
Selain pengertian yang sama, mengenai unsur yang 
berhubungan dengannya atau yang menyertainya juga sama. 
Tetapi dengan istilah yang berbeda, pasal 263 ayat (1) 
menggunakan frasa “diperuntukkan sebagai bukti” (mengenai suatu 
hal). Sementara Pasal 266 ayat (1) menggunakan frasa “yang 
kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu”. Namun makna 
dan artinya sama, ialah suatu hal keadaan itu adalah isi objek surat 
yang dibuktikan dengan adanya surat atau akta autentik tersebut. 
Suatu hal/kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal 
yang menjadi isi pokok dari akta autentik yang dibuat itu. Akta 
perkawinan isi pokoknya adalah mengenai perkawinan. Akta jual 
beli isi pokoknya adalah mengenai jual beli. Akta kelahiran isi 
pokoknya tentang kelahiran seseorang. Sesuatu hal bukan diluar 
dari isi pokok akta autentik tersebut.  
Mengenai segala sesuatu yang menyertai atau yang 
berhubungan dengan kejadian uang harus dibuktikan oleh akta 
autentik tersebut, seperti tentang harga dalam jual beli; barang atau 
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harga mas kawin dalam pernikahan, status sah tidaknya 
pernikahan antara bapak dan ibu bayi yang dilahirkan dalam akta 
kelahiran, tidak termasuk pengertian mengenai sesuatu 
hal/kejadian/keadaan yang harus dibuktikan oleh akta itu. Dengan 
kata lain, akta jual beli tidak untuk membuktikan tentang harga 
barang yang diperjualbelikan. Akta kelahiran tidak untuk 
membuktikan tentang sahnya perkawinan antara si bapak dan si 
ibu dari bayi yang dilahirkan. Akta perkawinan tidak untuk 
membuktikan tentang jenis barang atau mas kawin. 
c. Jika Pemakaian Akta Autentik Itu Dapat Menimbulkan 
Kerugian 
Kerugian yang dapat atau mungki timbulkan jika surat palsu 
atau dipalsu tersebut digunakan, tidak perlu diketahui atau disadari 
oleh si pembuat. Sebagaimana pendapat dari Hoge Raad dalam 
pertimbangan hukum suatu arrestnya (8-6-1897) yang menyatakan 
bahwa “pembuat tidak perlu mengetahui terlebih dahulu 
kemungkinan timbulnya kerugian ini.39 Pendapat ini diterima, 
karena unsur “jika pemakaian itu dapat menimbulka kerugian” 
tersebut adalah merupakan unsur objektif,yang dari rumusan tindak 
pidana tidak nyata-nyata dituju oleh unsur sengaja (sebagaimana 
dimaksud). Unsur kesengajaan hanya ditujukan pada (kehendak) 
untuk memakainya baik oleh si pembuat sendiri maupun oleh orang 
lain. 
Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya 
kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu 
tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat 
dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu 
digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi 
                                                                
39 Soenarto Soerodibroto, Op. Cit. 
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siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, 
kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum. 
Dalam pembuktian cukup dinyatakan perkiraan-perkiraan 
siapa saja atau orang tertentu yang dapat menderita kerugian dari 
pemakaian surat palsu atau yang dipalsu tersebut. Kemungkinan-
kemungkinan timbulnya kerugian semacam ini harus dibuktikan. 
Pembuktiannya cukup dilakukan dengan cara membuat analisis 
hukum yang logis. 
Kerugian yang mungkin timbul akibat dari penggunaan surat 
palsu atau surat dipalsu tidak harus berupa kerugian yang dapat 
diukur atau dinilai dengan uang atau kerugian materiil, tetapi juga 
kerugian yang bersifat immaterial atau kerugian idiil. Dengan 
melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat, 
tidaklah perlu dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh 
oleh si pembuat terhadap surat palsu atau surat yang dipalsu. 
Boleh saja surat palsu atau surat yang dipalsu jika digunakan 
merugikan diri sendiri, artinya tidak bermanfaat  bagi dirinya sendiri. 
Namun yang penting dan menjadi unsur bahwa pemakaian surat 
palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
termasuk diri sendiri si pembuat surat. 
d. Dengan Maksud untuk Memakai atau Menyuruh 
Memakai Seolah-olah Keterangan Itu Sesuai dengan 
Kebenaran 
Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu 
atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengjaan sebagai 
maksud (opzet als oogmerk),atau kesengajaan dalam arti sempit. 
Maksud si pembuat surat palsu atau memalsu surat tersebut 
ditujukan untuk olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. 
Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah 
diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau 
34 
 
sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum 
melakukan perbuatan ( in casu membuat palsu dan memalsu) sikap 
batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus 
dibuktikan. 
Oleh karena “maksud” itu adalah bagia dari kesengajaan 
(opzettelijk) maka dalam hal membuktikan unsur yang dimaksud 
juga perlu memperhatikan 3 (tiga) hal berikut: 
a. Hubugan Sengaja Dengan Unsur Lain 
Tindak pidana dirumuskan dalam suatu kalimat. Dalam 
kalimat itu terdapat frasa-frasa dan kata-kata, dan itulah 
yang menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena unsur-
unsur tersebut terdapat dalam suatu kesatuan dalam suatu 
kalimat, maka suatu unsur tidak berdiri sendiri. Selalu 
berhubungan dengan unsur-unsur lain yang dicantum 
dalam rumusan. 
b. Mengenai Semua Keadaan Ketika perbuatan Dilakukan 
Hal yang kedua yang perlu mendapat perhatian dalam 
pembuktian sengaja (termasuk unsur maksud), adalah 
semua keadaan ketika perbuatan dilakukan. Baik keadaan 
mengenai perbuatan, maupun objek perbuatan, atau alat 
yang dilakukan dalam melakukan perbuatan. Tentang 
pentingnya memperhatikan semua keadaan ini, dapat 
dikemukakan Hoge Raad dalam pertimbangan hukum 
putusan tanggal 1 Desember 1970 menyatakan sebagai 
berikut. “Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi 
yang ada dan berdasarkan bagamana cara seseorang 
memukul badan dan lengan seseorang yang laindapat 
disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan 
sengaja”.40 Dapat dipastikan bahwa pertimbangan hukum 
Hoge Raad tersebut mengenai kesengajaan dalam 
                                                                
40 Jan remmelink, Op.Cit. 
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penganiayaan. Dengan melihat pada cara dan pada 
bagian tubuh mana yang dipukul, orang dapat menentukan 
perbutan tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak. 
c. Mengenai Kemampuan dan Keadaan Jiwa Pembuat ketika 
Berbuat 
Dalam hal membuktian kesengajaan termasuk 
kesengajaan sebagai maksud, erat hubugannya dengan 
“keadaan jiwa” sipembuat sebelum dan pada saat berbuat. 
Orang jiwanya normal saja yang dapat melakukan 
perbuatan dengan sengaja termasuk menghendaki 
sesuatu. Orang normal memiliki kehendak. Bebas pula 
dalam menentukan kehendak dan mewujudkan kehendak 
kedalam perbuatan. Orang yang normal saja yang dapat 
mengerti tentang nilai perbuatan tersebut beserta 
akibatnya. Hukum menganggap selama tidak terbutki 
keadaan jiwa yang tidak normal, maka seseorang harus 
diaggap normal. Sebagaimana pendirian pembentuk 
WvS.41 Meskipun jaksa tidak perlu menggali fakta-fakta 
tentang kenormalan jiwa terdakwa untuk membuktikan 
secara khusus keadaan jiwanya. Tetapi dalam requisitoir 
perlu dikemukakan bahwa tidak ada sedikitpun keadaan 
yang mengindikasikan keraguan tentang ketidak normalan 
jiwa terdakwa. Itu sudah cukup. 
Sedangkan objek tindak pidana pada Pasal 266 ayat (2) 
hanya 1(satu), yaitu akta autentik yang memuat suatu hal/kejadian 
palsu yang memuat atas permintaan si pembuat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2). 
 
 
                                                                
41  Satochid Kartanegara (ii), Op.Cit.,Hal.246. 
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E. Macam-macam Pegawai Umum Pembuat Akta Autentik 
Akta autentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai-
pegawai umum (ambtenaren of personen), bukan pejabat umum 
(openbaar ambtenaar)42.  
Pejabat ini misalnya:  
- Pejabat Pencatat Nikah di KUA;  
- Panitera Pengadilan; 
- Juru Sita; 
- Penyidik yang membuat BAP Penyidikan;  
- Hakim yang membuat putusan atau penetapan; dan lain-lain. 
Berikut yang termasuk surat yang dibuat oleh pegawai umum 
pemerintahan:43 
a. Surat hutang bagian negara; 
b. Surat hutang dari lembaga umum; 
c. Surat sero;  
d. Surat talon; dan lain-lainnya. 
 
F. Kekuatan Pembuktian Akta 
Bila diperhatikan pasal 164 HR, pasal 283 Tbg, dan pasal 1865 
KUH Perdata, maka jelas bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas 
dari seluruh alatalat bukti yang disebut dalam Pasal-Pasal Undang-
Undang tersebut. Walaupun urutan penyebutan alat bukti dalam 
ketentuan undang-undang itu bukan imperative, namun dapat 
dikatakan bahwa alat bukti tulisan (akta) memang merupakan alat 
bukti yang paling tepat dan penting, terlebih-lebih pada masyarakat 
modern saat ini. Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu 
selalu dapat dibedakan atas tiga, yaitu:44 
                                                                
42  http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html 
43  Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan.Raja Grafindo.Hal.167 
44 Ibid 
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1. Kekuatan pembuktian lahir (Uitendige Bewijskracth) 
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah 
kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari 
akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya 
seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai 
dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan 
pembuktian lahir, sesuai dengan asas “acta publica probant 
seseipsa”, yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak 
sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, 
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berbeda dengan akta 
autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana 
tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari 
akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan 
pembuktian lahir, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta di bawah 
tangan baru berlaku sah, jika yang menandantanganinya 
mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda 
tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, 
barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para 
pihak yang bersangkutan (pasal 1875 KUH Perdata). Orang 
terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan 
membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, 
sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia 
tidak kenal akan tanda tangan tersebut.45 
Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan selalu 
masih dapat dipungkiri oleh si penandatangan sendiri atau oleh 
                                                                
45 Pasal 2 Stbl. 1867 No. 29, pasal 289 Rbg dan pasal 1876 KUH Perdata. 
38 
 
ahli warisnya tidak diakui, maka akta di bawah tangan itu tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian lahir.46 
 
2. Kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracth)  
Kekuatan pembuktian formal ini didasarkan atas benar tidaknya 
ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. 
Dalam akta autentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam 
tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu 
sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya.47 
Pada ambtelijke akten, pejabat pembuat aktalah yang 
menerangkan apa yang dikonstatia oleh pejabat itu dan 
menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab itu apa yang 
diterangkan oeh pejabat tadi telah pasti bagi siapapun, 
sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan 
akta dan isi/keterangan dalam akta itu. Dalam partij akten 
sebagai akta autentik, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-
pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan seperti apa 
yang tertulis di atas tanda tangan mereka.48 
Dalam hal ini, sudah pasti adalah: tanggal pembuatan akta, dan 
keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi 
yang turut menandatangani akta tersebut, serta kepastian 
bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan/ 
dicantumkan dalam akta itu,sedang kebenaran dari apa yang 
diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti 
antara mereka sendiri.49 
Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian 
formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui/tidak disangkal 
kebenarannya. Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada 
                                                                
46 Sudikno Mertokusumo, Op. cit, hal. 114 
47 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Op.cit, hal. 111. 
48 Ibid, 
49 Ibid 
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akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari 
akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian 
formal dari akta autentik. 
 
3. Kekuatan pembuktian materil (Materiele Bewijskracth)  
Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pembuktian 
tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa 
bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan 
seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.50 
Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan 
apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga 
dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan 
jabatannya. Akta para pihak menurut undang-undang 
merupakan bukti sempurna bagi mereka dan ahli warisnya dan 
sekalian orang yang mendapat hak darinya. Akta di bawah 
tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkiri 
keasliannya, serupa dengan partij akten sebagai akta otentik, 
mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang 
menandatanganinya, ahli warisnya serta para penerima hak dari 
mereka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1875 KUH 
Perdata (pasal 288 Rbg).51 
 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus didahulukan 
dengan proses pembuktian.  
 
                                                                
50 Ibid 
51 Pasal 1875 KUH Perdata: “Suatu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap 
siapa akta itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai 
diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang 
sempurna seperti suatu akta otentik. 
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1. Sistem Pembuktian  
Ada beberapa system pembuktian menurut (Leden Marpaung, 
2011 : 26) :  
a. Sistem Keyakinan (Conviction Intime)  
Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat 
bukti apapun. Putusan di serahkan kepada kebijaksanaan 
hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-
alasan, tetapi hakim tersebut tidak mewajibkan menyebutkan 
alasan-alasan tersebut.  
b. Sistem Positif (Positief Wettelijk)  
Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-
alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan 
kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh undang- undang dan dipergunakan 
menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib 
menetapkan hal itu” sudah terbukti” meskipun bertentangan 
dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. 
Kenyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.  
c. Sistem Negatif (Negatief Wettelijk)  
Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. 
Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. 
Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain 
cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut telah diatur oleh 
undang-undang.  
d. Sistem Pembuktian bebas (Vrijbewijs/Conviction Intime)  
Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. 
Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas 
dasar alasan-alasan yang logis yang dianut putusan. Jadi 
keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang 
berdasarkan logika.  
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Berdasarkan Pasal 183 KUHAP memakai “sistem negatif”, 
yakni adanya bukti minimal dan adanya kenyakinan hakim. Bukti 
minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
Pengertian dua alat bukti sah dapat terdiri atas miasalnya dua orang 
saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan 
keterangan ahli dan sebagainya. Rumusannya adalah “dua alat bukti” 
bukan dua jenis alat bukti. 
 
2. Bentuk Putusan Hakim  
Untuk itu, ada beberapa jenis putusan Final yang dapat 
dijatuhkan oleh pengadilan di adntaranya:  
a. Putusan bebas  
Dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan 
hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas 
terjadi bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan karena idak terbukti adanya unsur perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.  
b. Putusan Lepas  
Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam 
pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.  
c. Putusan Pemidanaan  
Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan 
telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar. Penulis 
memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian 
relevan dengan masalah yang akan ditelliti dan Makassar merupakan 
salah satu kota terbesar di Indoensia Timur sehingga penulis berpendapat 
ada perkara wanprestasi yang diselesaikan dalam sistem peradilan 
pidana. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap 
instansi tersebut.  
 
B. Populasi Dan Sampel  
Populasi dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Makassar, Rumah 
Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar. Sampel dalam skripsi ini adalah hakim 
dan panitera yang ada di Pengadilan Negeri Makassar dan pegawai 
negeri dan/atau corvey di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar 
beserta pihak-pihak yang dapat membantu delik pemalsuan akta autentik. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data  
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–
undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis 
gunakan di dalam penulisan ini yakni : Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
 
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
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merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 
mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan 
petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan 
sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam 
buku, jurnal hukum dan internet.  
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dan Kamus Hukum.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan 
data: 
1. Studi Pustaka (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan 
telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca 
buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis 
bahas. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan 
studi kepustakaan adalah :  
a. Pendekatan Undang-undang (statute approach) Pendekatan 
undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani.  
b.  Pendekatan Kasus (case approach)  
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 
menjadi putusan pengadilan.  
 
 
44 
 
2.  Penelitian Lapangan (Field Research)  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis menggunakan 
dua cara yaitu:  
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan 
baik data primer maupun sekunder.  
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus 
tersebut.  
 
E. Analisis Data  
Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif 
dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap  Pelaku Pemalsu 
Putusan Hakim dalam Studi Kasus Putusan 
Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks 
Kasus yang penulis bahas yakni tindak pidana menggunakan 
surat (putusan hakim) palsu yang diatur pada Pasal 263 jo 56 KUHP, 
Pelaku (Lukman Als. DG. GASSING) adalah kenalan dari terdakawa 
(ACO JUMADI) yang dimana terdakwa sudah dianggap sebagai 
anggap sebagai anggota keluarganya meskipun tidak memiliki ikatan 
keluarga ataupun sedarah dengan terdakwa. 
Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang pertama, 
maka penulis dalam skripsi ini mencantum posisi kasus, dakwaan 
penuntut umum,dan tuntutan penuntut umum, yakni sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Berawal dari adanya putusan pidana selama 7 (tujuh) bulan 
terhadap saksi ACO JUMADI yang terbukti melanggar pasal 363 Ayat 
(1) ke-4 KUHP, putusan mana tercantum dalam petikan putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 747/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 
19 Juni 2013, adapun untuk keperluan pelaksanaan putusan tersebut 
maka diterbitkanlah berita acara dilaksanakan putusan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara tersebut yaitu saksi HELMY 
TAMBUKU yang pada pokoknya adalah melaksanakan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) bulan terhadap saksi ACO JUMADI. 
Merasa bahwa putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 
tersebut terlalu tinggi, maka saksi ACO JUMADI yang baru menjalani 
masa hukman kurang lebih selama 4 (empat) bulan, maka saksi ACO 
JUMADI yang telah kenal sebelumnya dengan NUR AMIN DG. NAI 
(DPO), meminta tolong  kepadanya untuk meloby panitera agar 
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diringankan putusan pengadilan dan kemudian NUR AMIN DG. NAI 
menyanggupi hal tersebut dengan syarat ACO DG. GASSING 
membayar uang sbesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepeda 
motor.  
Bahwa atas dasar tersebut, maka LUKMAN DG. GASSING 
menemui NUR AMIN DG. NAI di RUTAN Makassar, dan ditempat 
itulah LUKMAN DG. GASSING diberitahu oleh NUR AMIN DG. NAI 
agar mengambil petikan putusan dan berita acara pelaksanaan 
putusan yang memuat tentang pidana ACO JUMADI di kantor 
Kejaksaan Negeri Makassar, dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 
19 Juli 2013 terdakwa meminta dokumen tersebut dari petugas 
Kejaksaan Negeri Makassar dengan mengaku sebagai saudara dari 
ACO JUMADI dan bersaksi menyerahkan putusan tersebut ke 
petugas Administrasi RUTAN Makassar untuk keperluan pelaksanaan 
putusan tersebut, lalu LUKMAN DG. GASSING jusru tidak 
menyerahkan surat tersebut ke petugas RUTAN Makassar, melainkan 
diserahkan kepada NUR AMIN DG. NAI, kemudian tanpa 
sepengetahuan ACO JUMADI, NUR AMIN DG NAI memalsukan 
putusan tersebut dan keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 20 Juli 
2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat didepan RUTAN Makassar, 
LUKMAN DG. GASSING bertemu dengan NUR AMIN DG. NAI 
bertempat didepan RUTAN Makassar unuk menerima surat yaitu 
diantaranya Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
747/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 19 Juni 2013 dan Berita acara 
pelaksanaan putusan pidana selama 3 (tiga) bulan terhadap ACO 
JUMADI. 
Setelah meneriman putusan tersebut, maka ACO JUMADI 
masuk kedalan RUTAN Makassar dan menyerahkan kedua surat 
tersebut ke petugas Administrasi RUTAN Makassar. Adapun petugas 
RUTAN Makssar setelah menerima kedua surat tertsebut dari 
LUKMAN DG. GASSING merasa curiga dengan adanya perbedaan 
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tanda tangan yang terdapat disurat tersebut menanyakan ke Jaksa 
Penuntut Umum ( HELMY TAMBUKU) yang dijawabnya adalah telah 
memberikan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, berdasarkan hal 
tersebut maka petugas RUTAN menyerahkan LUKMAN DG. 
GASSING yang saat itu masih berada disekitar RUTAN kepada 
petugas Kepolisian. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak 
pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa 
LUKMAN DG. GASSING yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara 
Alternatif tertanggal 16 September 2013 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat menyebutkan :  
“ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan 
sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, 
seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaiian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian” 
Bahwa terdakwa LUKMAN DG. Gassing baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu 20 Juli 2013 ada pukul 
20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 
2013 bertempat didepan Rutan Kelas 1 Makassar, atau setidaknya 
atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum 
Pengaddilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai atau surat 
yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukankalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara 
sebagaimana penulis sudah jelaskan pada posisi kasus diatas. 
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Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) 
KUHPidana. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Pidana jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu 
tanggal 06 bulan November tahun 2013 yang pada pokoknya 
menuntut supaya: 
1. Menyatakan terdakwa Lukman Dg. Gassing, terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat 
Palsu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) 
KUHP,dalam Surat Dakwaan; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Dg. 
Gassing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan dengan jenis penahanan rumah Tahanan Negara; 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Putusan 
Nomor: 747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa 
ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan. 
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Putusan 
Nomor: 747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa 
ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 
bulan. 
3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan atas nama 
terdakwa ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 
7 (tujuh) bulan. 
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4. Berita Acara Pelaksanaan Putusan atas nama 
terdakwa ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 
3 (tiga) bulan. 
5. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
Nomor : B.394/R.4.10/Ep/6/2013 tanggal 28 Juni 2013 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara   
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
4. Amar Putusan 
Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
1547/Pid.B/2013/Pn.Mks tanggal 11 November 2013 sebagai 
berikut: 
MENGADILI 
1. Menyatakan Lukman Als. DG. Gassing telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “menggunakan Surat Palsu”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Als. Dg. 
Gasing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa; 
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Putusan 
Nomor: 747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa 
ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan; 
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Putusan 
Nomor: 747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa 
ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 
bulan; 
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- Berita Acara Pelaksanaan Putusan atas nama 
terdakwa ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 
7 (tujuh) bulan; 
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan atas nama 
terdakwa ACO JUMADI dengan pidana penjara selama 
3 (tiga) bulan; 
- Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
Nomor : B.394/R.4.10/Ep/6/2013 tanggal 28 Juni 2013; 
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara   sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis 
 Dari posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan Kasus yang penulis teliti 
dalam skripsi ini pada dasarnya sudah cukup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan terkait satu sama lain 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun alat 
bukti yang ada dipersidangan. 
Melihat dari posisi kasus diatas bedasarkan putusan No. 
1547/Pid.B/2013/Pn.Mks maka posisi kasus tersebut sudah sudah 
sesuai dan saling berkaitan dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada 
dipersidangan. 
Hanya saja menurut penulis hukuim pidana materiil yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum masih kurang tepat sesuai 
dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku.  
Dari surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat 
dakwaan tersebut secara tunggal dimana Terdakwa melanggar Pasal 
263 ayat (2) KUHP. 
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Dilihat dari Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
yaitu Pasal 263 ayat (2), yang berbunyi: 
Pasal 263 ayat (2) KUHP :  
“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan 
sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, 
seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian” 
 Jika Pasal 263 ayat (2) yang digunakan pada putusan kasus 
No. 1547/Pid.B/2013/Pn.Mks, maka dari putusan yang penulis teliti 
dari posisi kasus, keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun 
barang bukti yang ada didalam persidangan seharusnya terdakwa 
tersebut termasuk kedalam pemalsuan surat authentik yang dalam 
KUHP diatur pada Pasal 264 ayat (2), yang berbunyi : 
Pasal 264 ayat (2): 
“Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa 
dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok 
denan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli 
dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
suatu kerugian”. 
 
- Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pada pasal 264 ayat (1): 
a. Perbuatan: membuat surat palsu atau memalsu; 
b. Kesalahan: maksud untuk memakai atau menyuruh memakai; 
- Unsur objeknya: 
a. Akta autentik; 
b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian 
negara, suatu lembaga umum; 
c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero, atau hutang dari 
suatu perkumpulan, yayasan, perseroan,atau maskapai; 
d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat 
yang diterangkan dalam b dan c, atau tanda bukti yang 
dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 
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e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan; 
Sedangakan unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu 
atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah: 
Unsur objektifnya: 
a. Perbuatan: Memakai; 
b. Objeknya: surat yang disebutkan dalam ayat (1); 
c. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu 
d. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian; 
Unsur Subjektifnya: 
a. Kesalahan: dengan sengaja. 
Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan 
pasal 263. Pasal 264 ayat (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 
263 ayat (1), yakni dari unsur perbuatan dan unsur kesalahan, 
sementara unsurnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah objek surat-
surat khusus yang mengandung sifat pemberatan. 
Demikian juga Pasal 264 ayat (2) mengandung usnur yang 
sama dengan Pasal 263ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur 
objeknya, merupakan jenis surat-surat khusus.  
Istilah “pemalsuan” dalam rumusan Pasal 264 ayat (1) 
mengandung arti yang sama dengan membuat surat palsu atau 
memalsu surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1). Perbedaannya 
terdapat pada jenis-jenis surat. Faktor jenis-jenis surat tertentu inilah 
yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidana 8 tahun penjara. 
Sehingga karena dalam kasus tersebut terdakwa bukan 
memalsu dan menggunakan surat palsu biasa, tetapi terdakwa 
memalsu dan menggunakan surat palsu berupa Putusan Hakim yang 
berdasarkan perundang-undang bahwa surat tersebut merupakan 
akta autentik. Yang dimana surat tersebut diperolah dari kejaksaan 
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Negeri Makassar dan mengaku sebagai keluaga dari ACO JUMADI 
kemudian terdakwa berjanji untuk menyerahkan surat itu ke pihak 
Administrasi Rutan Makassar justru terdakwa memalsukan surat 
tersebut lalu menyerahkan keesokan harinya ke Rutan Makssar. Yang 
dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan terdakwa diatur pada 
Pasal 264 ayat (2) yaitu memalsu dan menggunakan surat palsu 
berupa akta autentiik. 
Sedangkan pada Pasal 263 ayat (2) yang didakwaan oleh 
Jaksa Penuntut Umum yang terdakwa memalsu dan menggunakan 
surat palsu biasa atau surat bukan akta autentik.  
Pada dasarnya pemalsuan surat berupa Putusan Hakim yang 
dilakukan oleh terdakwa harusnya diberi hukuman lebih berat karena 
memalsu surat semacam itu diberikan perlindungan hukum yang lebih 
tinggi dari pada surat biasa pada umumnya. Bahwa nilai bahaya 
pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran 
isi dari surat-surat tersebut adalah lebih tinggi terhadap isinya 
daripada surat-surat biasa. Pada surat-surat itu mempunyai derajat 
kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat lainnya. 
Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih 
besar terhadap isi surat-surat itu dinilai membahayakan kepentingan 
hukum masyarakat yang lebih besar pula. Oleh karena itu, harus 
diberikan perlindungan hukum yang lebih besar dengan memberikan 
ancaman pidana yang lebih tinggi daripada surat pada umumnya. 
Sehingga menurut penulis ada kekeliruan pada dakwaan yang 
diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sudah seharusnya pula 
terdakwa dituntut Pasal 264 ayat (2) yang ancaman hukumannya 
paling 8 (delapan) tahun penjara. Berbeda dengan dakwaan pada 
Pasal 263 ayat (2) yang ancaman hukumannya hanya 6 tahun 
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penjara. Meskipun perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264 hanya 
terletak pada jenis surat yang dipalsukan.  
Untuk menambahkan analisis penulis, perlu pula menurut 
penulis bedasarkan dari posisi kasus, keterangan saksi, keterangan 
terdakwa maupun barang bukti yang ada didalam persidangan, agar 
ditambahkan juncto pasal 56 ayat (1) KUHP, yang bunyi dari pasal ini 
adalah: 
Pasal 56  
(1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan. 
Karena dalam kasus tersebut Terdakwa mengaku mengetahui bahwa 
surat yang diberikan oleh Nur Amin Dg. Nai telah dipalsukan atau 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan perbuataerakann 
dari terdakwa memenuhi unsur dari pasal 56 ayat (1) antaranya 
“sengaja memberi bantuan” dengan cara membawa suurat dari Nur 
Amin Dg. Nai ke pegawai Administrasi Rutan Makassar serta unsur 
“waktu kejahatan dilakukan” sebagaimana kejahatan tersebut 
terpenuhi ketika surat palsu atau dipalsukan tersebut telah sampai ke 
pegawai Administrasi Rutan Makassar.  
Perlunya ditambahkan Juncto pada dakwaan tersebut yang 
berdasarkan pengertiannya menurut kamus hukum adalah bertalian 
dengan / berhubungan dengan, pada dakwaan tersebut mengingat 
perlunya diketahui peranan terdakwa sebagai membantu melakukan 
(medaplichtig) dengan memberikan bantuannya pada saat unsur 
kejahatan itu terpenuhi / dilakukan. Sekalipun pada kasus ini pelaku 
yang hanya membawa surat tersebut kedalam Rutan Makassar tidak 
memiliki kepentingan dalam terwujudnya kejahatan / tindak pidana 
tersebut. Hal ini agar terwujudnya salah fungsi dari hukum itu sendiri 
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mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat 
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Yudikatif. 
Oleh karena itu menurut penulis pasal yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum masih kurang tepat atau belum sesuai dengan 
asas-asas hukum pidana yang berlaku. 
Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan hukum pidana materiil 
berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti 
bersalah melakukan pemalsuan surat yang diancam pidana dalam 
Pasal 263 ayat (2) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tersebut 
memiliki kekurangan dan/atau tidak tepat karena Jaksa Penuntut 
Umum tersebut kurang memperhatikan jenis surat yang dipalsukan 
dan/atau Jaksa Penuntut Umum kurang menguasai BAB XII 
Memalsukan Surat-Surat dalam KUHP, dan kurang memperhatikan 
peranan dari pelaku yang menggunakan surat palsu meskipun tidak 
memiliki kepentingan atas tindak pidana tersebut tetap tindakan 
pelaku tersebut yang sebagai membantu melakukan (medaplichtig) 
yaitu membawa surat palsu kepegawai Administrasi RUTAN Makassar 
yang telah ditentukan sebelumnya dalam KUHP Pasal 56 ayat (1) jadi 
sudah semestinya disertakan pula juncto tersebut pada penerapan 
hukum pidana materiil ditambahkan pula surat yang dipalsukan oleh 
terdakwa bukan sekedar surat biasa saja, tetapi surat autentik 
(putusan hakim) yang dimana surat semacam itu berarti 
membahayakan kepercayaan umum sehingga harus dihukum berat 
menurut ketentuan hukum pidana materiil Pasal 264 ayat (2).  
Sehingga sudah semestinya berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis maka pasal yang tepat untuk penerapan hukum 
pidana materiil ialah Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (1).  
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Perlu disayangkan para Hakim yang terkait dalam kasus ini 
kurang memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya 
para Hakim yang terkait dapat lebih jeli dalam memahami kasus yang 
ditangan, baik pasal demi pasal yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Agar sekiranya fakta-fakta dalam persidangan 
sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil yang ada. Sehingga 
dapat menggolongkan pelaku tindak pidana tersebut dengan sesuai 
dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang lebih fatal yang dapat 
menghapuskan dakwaan pelaku kejahatan lainnya. 
Penulis sempat mewawancarai beberapa Hakim di Pengadilan 
Negeri Makassar guna mendapatkan komentar maupun penjelasan 
terkait putusan yang penulis teliti. Berdasarkan hasil wawancara yang 
penulis dapatkan mengenai putusan No.1547/Pid.B/2013/Pn.Mks 
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tidak dibenarkan dan 
tidak disalahkan pulabahwa memang biasa terjadi kekeliruan dalam 
penerapan hukum pidana materiil baik dari juncto, pasal maupun ayat 
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Hakim. Hal tersebut terjadi 
karena kurangnya ketelitian dan pemahaman dari Jaksa Penuntut 
Umum dan para Hakim. Hal ini bukan hanya sekedar kurangnya 
ketelitian saja, bahkan kurang tepatnya penerapan hukum yang 
diberikan tersebut. 
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B. Pertimbangan Hukum Dari Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Pemalsu Putusan Hakim dalam Studi 
Kasus Putusan Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks 
Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak sangat 
tergantung oleh dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umu dalam surat 
dakwaan. Didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan pasal yang kira-kira sesuai dengan perbuatan pelaku 
melalui berita acara yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan 
penyidikan yang telah dilakukan. Dalam putusanhakim harus 
mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada 
terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologisnya. 
Padadasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a. Vonis bersalah; 
b. Vonis bebas; 
c. Vonis bebas dari segala tuntutan hukum 
Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses 
persidangan bahwa terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur-
unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar 
Vonis bebas dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan 
bahwa tidak terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 
yang terdapat dalam pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan menggunakan minimal 2 (dua) alaat bukti dan 
keyakinan hakim. 
Vonis bebas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan hakim jika 
dalam proses persidangan bahwa terbukti perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, tetapi dalam 
perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. 
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Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah 
oleh gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar 
adalah alasan yang menghilangkan pidana yang disebabkan terdakwa 
dibenarkan misalnya, overmach, perbuatan terdakwa berdasarkan 
perintah atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah 
Undang-Undang. 
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana 
Putusan No. 1547/Pid.B/2013/Pn.Mks, adalah vonis bersalah dengan 
hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pemalsuan surat, yang dimana terkhususkan telah diatur pada Pasal 
263 ayat (2). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; 
3. Kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian 
Berdasarkan pemeriksan dipersidangan Majelis Hakim menilai 
bahwa perbuatan terdakwa lebih mencocoki unsur-unsur 
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hal 
tersebut dapat didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
unsur-unsur tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang ada. Adapun 
penjabaran unsur-unsurnya yakni: 
Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum 
yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum 
sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan di depan 
hukum; 
Bahwa ia terdakwa LUKMAN DG.GASSING sejak proses 
penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan 
telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab 
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pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga 
perbuatan yang dilakukannya dapat-dipertanggung jawabkan didepan 
hukum; ; 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa 
telah terbukti; 
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahu 
atau menginsafi akan adanya akibat dari suatu perbuatan, bahwa 
sebelum kami membuktikan unsur memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka 
terlebih dahulu kami akan membuktikan bahwa terdapat surat palu 
yang diajukan dalam perkara ini adapun surat palsu itu adalah berupa: 
1. l(satu) lembar foto copi Surat Petikan Putusan Nomor : 
747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa ACO JUMADI 
dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan 
2. Berita Acara pelaksaan Putusan atas nama terdakwa ACO 
JUMADIdengan pidana penjara 3 (tiga) buian.  
Adapun dokumen yang asli berupa : 
1. 1 (satu)    lembar   foto    copi    Surat    Petikan    Putusan    
Nomor:747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa ACO JUMADI 
dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. 
2. Berita Acara pelaksaan Putusan atas nama terdakwa ACO JUMADI 
dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. 
Oleh karena pidana penjaraa yang dijatuhkan kepada saksi 
ACO JUMADI adalah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 
dan bukannya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut 
terungkap sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh melalui 
keterangan saksi HILMY TAMBUKU selaku Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara tersebut, Saksi IRFAN MANGALLE selaku petugas 
pada kejaksaan Negeri Makassar serta didukung dengan keterangan 
Saksi ACO JUMADI selaku terdakwa dalam perkara yang dimaksud; 
Bahwa sebagaimana uraian unsur "dengan sengaja memakai 
surat palsu atau surat yang dipalsukan seoiah-olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan" yang telah terurai diatas, maka penggunaan surat 
palsu tersebut pada pokoknya menimbulkan kerugian, kerugian mana 
bukan saja timbul akibat penggunaan surat tersebut namun juga 
kerugian yang jauh lebih besar yaitu tidak tercapainya tujuan hukum 
yang salah satunya adalah kepastian hukum terkait dengan telah 
terbuktinya perbuatan saksiACO JUMADI melanggar ketentuan Pasal 
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363 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, bahwa 
berdasarkan suraian diatas, maka Unsur tersebut telah terbukti; 
1. Pertimbangan Yuridis 
Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, 
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 
perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal 
sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa. Adapun pertimbangan-perrtimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yakni: 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat 
Dakwaan NO. REG.PERK: RDM-/ 1345/Mks/Ep. / 10 /2011 yang 
melanggar Pasal sebagaimana dalarn dakwaan: Pasal 362KUHP; 
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar 
keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. Saksi IRFAN MANGALLE, 
SH, 2. saksi HELMI TAMBUKU,SH, 3. Saksi AGO JUMADI,   
sebagaimana termuat selengkapnya dalam BeritaAcara Persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan 
saksi tersebut; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 
Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara ; 
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah mengajukan barang bukti berupa : . 
1. 1 (satu) lembar foto copi Surat Petikan Putusan Nomor : 
747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa AGO JUMADI 
dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan 
2. 1 (satu) lembar foto copi Surat Petikan Putusan Nomor : 
747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa AGO JUMADI 
dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan 
3. Berita Acara pelaksaan Putusan atas nama terdakwa AGO 
JUMADIdengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.  
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4. Berita Acara pelaksaan Putusan atas nama terdakwa AGO 
JUMADIdengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. 
5. Surat    Perintah    Pelaksanaan    Putusan    Pengadilan    Nomor    
: B.394/R.4.10/Ep/6/2013 tanggal 28 Juni 2013 
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara 
sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut 
dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan 
Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan 
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa 
Penuntut Umum dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa penuntut 
Umum, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut; 
1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; 
3. Kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian 
 
Ad.1. setiap orang; 
Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum 
yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum 
sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan di depan 
hukum; 
Bahwa ia terdakwa LUKMAN DG.GASSING sejak proses 
penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan 
telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab 
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga 
perbuatan yang dilakukannya dapat-dipertanggung jawabkan didepan 
hukum;  
 Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa 
telah terbukti; 
Ad.2.  Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsukanseolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; 
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Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahu 
atau menginsafi akan adanya akibat dari suatu perbuatan, bahwa 
sebelum kami membuktikan unsur memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka 
terlebih dahulu kami akan membuktikan bahwa terdapat surat palu 
yang diajukan dalam perkara ini adapun surat palsu itu adalah berupa: 
1. l(satu) lembar foto copi Surat Petikan Putusan Nomor : 
747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa AGO JUMADI 
dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan 
2. Berita Acara pelaksaan Putusan atas nama terdakwa AGO 
JUMADIdengan pidana penjara 3 (tiga) buian.  
Adapun dokumen yang asli berupa : 
1. 1 (satu)    lembar   foto    copi    Surat    Petikan    Putusan    
Nomor:747/Pid.B/2013/PN.MKS atas nama terdakwa AGO JUMADI 
denganpidana penjara 7 (tujuh) bulan. 
2. Berita Acara pelaksaan Putusan atas nama terdakwa AGO 
JUMADIdengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. 
Oleh karena pidana penjaraa yang dijatuhkan kepada saksi 
AGO JUMADI adalah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 
dan bukannya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut 
terungkap terungkap sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh 
melalui keterangan saksi HILMY TAMBUKU selaku Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tersebut, Saksi IRFAN MANGALLE selaku 
petugas pada kejaksaan Negeri Makassar serta didukung dengan 
keterangan Saksi AGO JUMADI selaku terdakwa dalam perkara yang 
dimaksud; 
Ad. 3. Kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian 
Bahwa sebagaimana uraian unsur "dengan sengaja memkai 
surat palsu atau surat yang dipalsukan seoiah-olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan" yang telah terurai diaras , maka penggunaan surat 
palsu tersebut pada pokoknya menimbulkan kerugian, kerugian mana 
bukan saja timbulakibat penggunaan surat tersebut namun juga 
kerugian yang jauh lebih besar yaitu tidak tercapainya tujuan hukum 
yang sakah satunya adalah kepastian hukum terkait dengan telah 
terbuktinya perbuatan saksiACO JUMADI melanggar ketentuan Pasal 
363 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, bahwa 
berdasarkan suraian diatas, maka Unsur tersebut relah terbukti; 
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Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut maka dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
- Bahwa berawal dari adanya putusan pidana selama 7 (tujuh) bulan 
terhadap saksi ACO JUMADI yang terbukti melanggar pasal 363 
Ayat (1) ke-4 KUHP, putusan mana tercantum dalam petikan 
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
747/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 19 Juni 2013,adapun untuk 
keperluan pelaksaan putusan tersebut maka diterbitkanlah berita 
acara dilaksanakan putusan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
perkara tersebut yaitu saksi HELMY TAMBUKU yang pada 
pokoknya adalah melaksanakan pidana penjara yaitu selama 7 
(tahun) bulan terhadap saksi ACO JUMADI sebagaimana pidana 
penjara yang tercantum dalam putusan sebagaimana dimaksud 
diatas.  
- Merasa bahwa putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 
tersebut tinggi, maka saksi ACO JUMADI yang baru menjalani 
pidana penjara selama kurang lebih selama 4 bulan, maka saksi 
ACO JUMADI yang telah kenal dengan sebelunya dengan NUR 
AMIN DG. NAI (DPO), meminta tolong kepadanya untuk meloby 
panitera agar diringankan putusan pengadilan yang dimaksud 
berikut berita dengan acara pelaksanaan putusan oleh JPU. 
- Bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya terdakwa menemui NUR 
AMIN DG. NAI bertempat di RUTAN Makassar, dan ditempat itulah 
terdakwa diberitahu oleh NUR AMIN DG. NAI agar mengambil 
putusan petikan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan 
yang memuat tentang pidana terhadap saksi ACO JUMADI selama 
7 (tujuh) bulan dikantor kejaksaan Negeri Makassar, dan 
selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2013 terdakwa meminta 
dokumen terebut diatas daripetugas kejaksaan Negeri Makassar 
dengan mengaku sebagai saudara dari saksi ACO JUMADI dan 
bersaksi menyerahkan putusan tersebut ke petugas Administrasi 
RUTAN Makassar untuk keperluan pelaksaan putusan pidana 
tersebut diatas. 
- Setelah menerima kedua surat tersebut, maka terdakwa masuk 
kedalam RUTAN Kelas 1 Makassar dan menyerahkan kedua surat 
tersebut ke petugas Administrasi RUTAN Kelas 1 Makassar dengan 
tujuan agar kedua surat tersebut dapat diproses oleh petugas 
RUTAN sehingga saksi ACO JUMADI dapat segera keluar dari 
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dalam RUTAN dan tidak menjalani sisa pidana penjara yaitu 
selama 3 (tiga) bulan. 
- Adapun petugas RUTAN setelah menerima kedua surat tersebut 
dari terdakwa merasa curiga dengan adanya perbedaan antara 
tanda tangan yang terdapat di dokumen yang diserahkan oleh 
terdakwa dengan dokumen yang berada di RUTAN kelas 1 
Makasaar, petugas yang merasa curiga tersebut selanjutnya 
menyatakan kepada JPU yang menangani perkara tersebut perihal 
lamanyapidana yang dijatuhkan terhadap saksi ACO JUMADI, dan 
dijawab oleh JPU yaitu saksi HELMY TAMBUKU bahwa pidana 
penjara yang dijatuhkan terhadap saksi ACO JUMADI adalah 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, berdasarkan hal tersebut 
maka petugas RUTAN menyerahkan terdakwa yang saat itu masih 
berada di sekitar RUTAN kelas 1 Makassar kepada petugas 
kepolisian. 
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur 
tersebut di atas, makaterbuktilah menurut Hukum dan keyakinan atas 
perbuatan Terdakwa sebagaimanadakwaan Penuntut Umum 
melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP    oleh karena ituterdakwa harus 
dinyatakan bersalah; 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan tidakternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar yang dapat menghapussifat melawan hukum dari 
perbuatan Terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah maka harus dijatuhi 
pidana dan dibebani membayar biaya perkara ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan undang-
undang maka penahanan Terdakwa tersebut sah menurut hukum, 
oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk 
membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada 
dalam tahanan ; 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
Sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankansesuai fakta yang 
terungkap dipersidangan : 
Hal-hal yang memberatkan ; 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan tidak tercapainya kepastian 
hukum;  
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lunturnya kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga peradilan;  
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi; 
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; Terdakwa belum 
pernah dihukum ; 
Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah 
sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari 
pemmidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak 
mengulangi perbuatan dimasa yang akan datang sehingga 
menimbulkan efek jera bagi terdakwa. 
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3. Analisis penulis 
 Secara yuridis berapapun sansi pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas 
minimum dan maksimum sanksi pidana yang duancamkan dalam 
pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah 
apa yang mendasari atau apa yang menjadi alasan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga 
putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi 
rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi 
korban dan juga terdakwa pada khususnya. 
Majelis Hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang 
bersalah atas perbuatannya apabila Jaksa Penuntut Umum tidak 
memasukkan dakwaannya kedalam surat dakwaan meskipun telah 
terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan. 
Mengenai hal pembuktian daru hasil alat bukti yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah 
memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang sah dan tercantum dalam Paasal 
184 ayat (1) KUHAP yakni: “keterangan saksi korban,surat, dan 
keterangan terdakwa. Jadi halini sudah cukup alat bukti untuk diajukan 
dipersidangan”. Di tambahkan lagi hal ini telah sesuai dengan pasl 
183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan 
putusan harus di dasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 
yang sah ditambahkan keyakinan hakim. Berdasarkan segala 
pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan, menurut penulis masih belum tepat, karena sudah jelas 
dakwaanyang diberikan oleh penuntut umum tersebut tidak sesuai 
dengan penerapan hukum pidana materiil karena jenis surat yang 
dipalsukan tersebut diatur pada pasal lain. Seharusnya para Hakim 
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dapat lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada  
berdasarkan alat bukti dimana dapat dilihat bahwa pelaku (Lukman 
Dg. Gassing) mengetahui dan menggunakan surat autentik palsu yang 
diperoleh dari Nur Amin Dg. Nai (DPO) untuk diserahkan ke 
Administrasi Rutan Makassar sebagai salinan dari Kejaksaan Negeri 
Makassar. Maka menurut penulis sudah semestinya Majelis Hakim 
mempertimbangkan alat bukti tersebut dan memperberat hukuman 
terdakwa karena tidak sesuai dengan penerapan hukum pidana 
materiil yang berlaku, yang dimana terdakwa membantu dalam 
memalsukan surat autentik berupa putusan hakim dan bukan surat 
biasa serta bahaya pemalsuan ini menyerang kepentingan hukum 
terhadap kebenaran isi dari surat tersebut. Kebanaran isi dari surat 
autentik adalah lebih tinggi terhadap isinya daripada surat-surat biasa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pemalsuan surat 
berupa putusan hakim dalam studi kasus Putusan No. 
1547/Pid.B/2013/Pn.Mks masih memiliki kekeliruan, meskipun 
sudah benar perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 263 
ayat (2), tetapi pada Pasal 264 ayat (1) membedakan jenis surat 
yang dipalsukan dengan pasala 263 ayat (1). Sehingga 
berdasarkan pasal yang mengatur dan jenis surat yang dipalsukan 
oleh terdakwa, maka penerapan hukum pidana materiil yang paling 
tepat bagi terdakwa adalah Pasal 264 ayat (2). Serta perlu pula 
penambahan Juncto Pasal 56 ayat (1) menurut penulis untuk 
memberikan kepastian akan peranan terdakwa dalam kejahatan 
tersebut dan sebagai perlindungan hukum atas tindakan yang 
membahayakan kepentingan hukum masyarakat umum. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku pemalsuan surat berupa putusan hakim dalam 
studi kasus Putusan No. 1547/Pid.B/2013/Pn.Mks masih memiliki 
kekeliruan / belum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku 
melihat para Hakim kurang memperhatikan Pasal yang mengatur 
tentang pemalsuan Surat Autentik yang dimana ancaman hukuman 
penjara atas pemasuan surat autentik ialah 8 tahun, sedangkan 
ancaman hukuman pemalsuan surat biasa hanya 6 tahun. 
Perbedaan berat ancaman penjara pada pasal tersebut karena 
dalam pemalsuan surat autentik atau dalam kasus ini ialah 
pemalsuan surat putusan hakim merupakan tindakan yang 
membahayakan kepentingan hukum masyarakat umum. Sehingga 
seharusnya terdakwa dihukum lebih berat dari pada vonis hakim 
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yang bersadarkan Putusan No. 1547/Pid.B/2013/Pn.Mks terdakwa 
hanya mendapatkan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara. 
 
B. Saran  
1. Menurut penulis seharusnya Jaksa penuntut Umum dan para 
Hakim dapat teliti dan memahami dengan baik dan benar pasal 
demi pasal baik dari segi bunyi pasal tersebut maupun unsur-
unsurnya agar penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa 
sudah tidak memiliki kekeliruan yang lebih fatal apalagi tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat membahayakan 
kepentingan hukum masyarakat umum. 
2. Bahwa hendaknya hakim lebih jeli dalam menjatuhkan putusan 
terutama jika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
memasukkan pasal yang hanya memiliki perbedaan unsur-unsur 
yang sangat sedikit dengan pasal yang lainnya dan terlebih lagi 
pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut salah, agar 
kiranya para Hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai. 
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